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Pasal 19 

(1) Pembayaran gaJ1 atau penghasilan ketiga belas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 

melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda 

tangan SPM ke rekening penerima. 

(2) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM gaji atau 

penghasilan ketiga be las kepada KPPN. 

(3) Dalam hal pembayaran penghasilan ketiga belas untuk 

pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dan LPP tidak 

dapat dilaksanakan langsung ke rekening penerima: 

a. pembayaran penghasilan ketiga belas dilaksanakan 

melalui SPM langsung ke rekening bendahara 

pengeluaran; dan 

b. bendahara pengeluaran melakukan pembayaran 

penghasilan ketiga belas kepada penerima. 

(4) Penerbitan SPM gaji atau penghasilan ketiga belas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. SPM Gaji 13, untuk pembayaran gaji ketiga belas; 

b. SPM Penghasilan 13 LNS, untuk pembayaran 

penghasilan ketiga belas Pegawai nonpegawai negeri 

sipil pada LNS dan LPP; dan 

c. SPM Gaji 13 Pegawai Lainnya, untuk pembayaran 

penghasilan ketiga belas bagi para pegawai lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 

n. 

(5) Bagi Satuan Kerja yang permintaan pembayaran gajinya 

telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat 

(GPP)/Belanja Pegawai POLRI (BPP)/Daftar Pembayaran 

Penghasilan (DPP), pengaJuan SPM sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Arsip Data 

Komputer (ADK) aplikasi GPP/BPP/DPP versi terbaru. 

(6) SPM gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dibuat tersendiri dan terpisah 

dari SPM gaji atau penghasilan bulanan. 
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(7) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan 

atau susulan pembayaran gaji, atau penghasilan ketiga 

belas. 

(8) Penghasilan ketiga belas bagi pegawai nonpegawai negeri 

sipil pada BLU yang dibiayai dari sumber dana PNBP BLU 

dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan 

belanja menggunakan Surat Perintah Pengesahan 

Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU). 

(9) Pertanggungjawaban pembayaran penghasilan ketiga 

belas pegawai nonpegawai negeri sipil pada BLU yang 

dibiayai dari sumber dana PNBP BLU sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) dilakukan secara terpisah dengan 

pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan. 

Pasal 20 

(1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran penghasilan 

ketiga belas yang dibayarkan melalui Bendahara 

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

(3), Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan s1sa 

dana pembayaran penghasilan ketiga belas ke kas 

negara. 

(2) Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan (Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai penenmaan negara secara 

elektronik. 

Pasal 21 

(1) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran 

bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat, Prajurit 

TNI dan/ atau Anggota POLRI yang mengalami mutasi 

pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji 

ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan. 

(2) Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit instansi 

tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran gaji ketiga 

f, 
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belas PNS, Prajurit TNI dan/ atau Anggota POLRI yang 

belum dibayarkan oleh unit instansi asal. 

Pasal 22 

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D gaji atau penghasilan 

bulan ketiga belas diatur sebagai berikut: 

a. bagi satuan kerja selain Kementerian Pertahanan dan 

Tentara Nasional Indonesia berpedoman pada Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam 

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara. 

b. bagi satuan kerja Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia mengikuti ketentuan mengenai tata 

cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai di 

lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan 

Anggaran Negara. 

BAB IV 

PEMBAYARAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS 

Pasal 23 

(1) Pembayaran pensiun atau tunjangan ketiga belas 

dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri 

(Persero) pada bulan Agustus. 

(2) Pembayaran pensiun atau tunjangan ketiga belas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

terpisah dari pembayaran pensiun atau tunjangan bulan 

Agustus. 

(3) Kepada Penerima Pensiun diberikan pensiun ketiga belas 

sebesar pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga dan 

f, 
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tambahan penghasilan serta tidak dikenakan potongan 

asuransi kesehatan. 

(4) Kepada Penerima Tunjangan diberikan tunjangan ketiga 

belas sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang­

undangan serta tidak dikenakan potongan asuransi 

kesehatan. 

(5) Dalam hal pemberian pensmn atau tunjangan ketiga 

belas belum dapat dibayarkan pada bulan Agustus, 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. 

Pasal 24 

Pertanggungjawaban pembayaran pensiun atau tunjangan 

ketiga belas dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban 

pembayaran pensiun atau tunjangan bulanan. 

BABV 

PENGENDALIANINTERNAL 

(1) Menteri/pimpinan 

Pasal 25 

lembaga menyelenggarakan 

pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran 

gaji, atau penghasilan ketiga belas. 

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dilaksanakan sesuai dengan keten tuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

( 1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 

tentang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
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Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 899) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 57 /PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, 

Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 506); dan 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian 

Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai 

Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

60/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian 

Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai 

Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

509), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan 

remunerasi bulan ketiga belas yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang 

Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701) beserta 

ketentuan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku untuk 

tahun 2020. 

f, 
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Pasal 27 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Agustus 2020 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
ministrasi Kementerian 

YAJ;I J 
13 199703 1 001 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 106/PMK. 05/2020 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN 

GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN 

KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI 

SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, 

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA 

PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

PENGHASILAN KETIGA BELAS PIMPINAN ATAU PEGAWAI NON-PNS 

PADA LNS DAN PEJABAT ATAU PEGAWAI NON-PNS LAINNYA 

BESARAN 
URAIAN 

MAKSIMAL 

Pimpinan LNS: 

a. Ketua/ Kepala Rp9.592.000,00 

b. Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp8.793.000,00 

C. Sekretaris Rp7.993.000,00 

d. Anggota Rp7.993.000,00 

Pej a bat non-PNS pada LNS a tau Pej a bat lainnya 

non-PNS yang menduduki j abatan setara eselon : 

a. Eselon I/JPT Utama/JPT Madya Rp9.592.000,00 

b. Eselon II/JPT Pratama Rp7 .342.000,00 

C. Eselon III/ J abatan Administrator RpS.352.000,00 

d. Eselon IV/ J abatan Pengawas RpS.242.000,00 

Pegawai non-PNS pada LNS atau Pegawai lainnya 

non-PNS: 

a. Pendidikan SD /SMP / sederajat 

- Masa kerja s.d 10 tahun Rp2.235.000,00 

- Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp2.569.000,00 

- Masa kerja diatas 20 tahun Rp2.971.000,00 
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BESARAN 
URAIAN 

MAKSIMAL 

Pendidikan SMA/ DI/ sederajat 

- Masa kerja s.d 10 tahun Rp2.734.000,00 

- Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp3.154.000,00 

- Masa kerja diatas 20 tahun Rp3.738.000,00 

Pendidikan DII/DIII/ sederajat 

- Masa kerja s.d 10 tahun Rp2.963.000,00 

- Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp3.411.000,00 

- Masa kerja diatas 20 tahun Rp4.046.000,00 

Pendidikan S 1 /DIV/ sederajat 

- Masa kerja s.d 10 tahun Rp3.489.000,00 

- Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp4.043.000,00 

- Masa kerja diatas 20 tahun Rp4.765.000,00 

Pendidikan S2 / S3 / sederaj at 

- Masa kerja s.d 10 tahun Rp3.713.000,00 

- Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp4.306.000,00 

- Masa kerja diatas 20 tahun RpS.110.000,00 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
iro Umum 

~ ministrasi Kementerian 
~ <.; 

SYAB J 
0213 199703 1 001 
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